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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk pengukuran dan peningkatan
akuntabilitas  kinerja di lingkungan Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan tahun 2026, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
tentang Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2
Tahun 2022, dan sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322)
dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.

Menetapkan Indikator Kinerja Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Badan ini.

Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum
KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh masing-masing unit kerja di
lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam:
a. menyusun dan menetapkan rencana kinerja
tahunan;
b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan
anggaran;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

C. menyusun dan menetapkan laporan
akuntabilitas kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan
evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh
setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bertugas
melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit
kerja yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan
tahunan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2026
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ISHARTINI



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PENGENDALIAN

DAN

PENGAWASAN

MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR
TANGGAL

INDIKATOR KINERJA

14 Tahun 2026
17 FEBRUARI 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Sistem Jaminan Mutu
Hasil Kelautan dan
Perikanan yang berdaya
saing

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan (%)

A+B+C+D+E+F

X= ————X100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Persentase Unit menerapkan CPIB
C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
E = Persentase Unit Usaha menerapakan CPIB Kapal
F = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

PUSAT MUTU
PRODUKSI PRIMER

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Pasca
Panen yang Memenuhi Standar Mutu
dan Keamanan Pangan (%)

X = 2B % 100%
n

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan
skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
C = Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang
diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

PUSAT MUTU
PASCAPANEN




Jumlah Negara tujuan ekspor yang memiliki dokumen
kesetaraan sistem jaminan mutu hasil KP melalui harmonisasi

Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu | ~. . . . PUSAT MUTU
di Negara Tujuan Ekspor (Negara) sistem jaminan mutu keamanan hasil Perikanan dengan PASCAPANEN
antara lain MOu/MRA/dokumen penyetaraan sistem jaminan
mutu
X= 22 X100%
X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di
wilayah RI PUSAT MUTU

Persentase Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI (%)

A = Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
sektor produksi primer (monitoring terhadap cemaran marine

PRODUKSI PRIMER
& PUSAT MUTU

biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya) PASCAPANEN
B = Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
sektor produksi pascapanen (domestik)
X = ABHCHD 00
] X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian
Persentase  Implementasi =~ Metode | dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
Terstandar Pengendalian dan | A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 PUSAT

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan yang Ditetapkan (%)

B = Persentase Penerapan ISO 17025

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
(QMS)

D = Persentase nilai penerapan SIMKHP (QA)

MANAJEMEN MUTU

Tata kelola
pemerintahan yang
efektif dan akuntabel
dalam pengendalian
dan pengawasan mutu
dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan

Nilai Implementasi Reformasi
Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)

n
Z ((Nilai Indikator WX Bobot Indikator n) : batas atas)
i=1

BIRO SDMAO




INDIKATOR KINERJA
PUSAT MANAJEMEN MUTU TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
Harmonisasi sistem jaminan mutu
dan keamanan Thasil perikanan | Menghitung jumlah Dokumen Harmonisasi SIMKH dengan PUSAT
dengan negara tujuan  ekspor | negara tujuan ekspor yang dihasilkan MANAJEMEN MUTU
(dokumen)
(A1+B1+C1+D1)+ ..+ (Ant+Bn+Cn+Dn)
X = x 100%
n
Keterangan:
Persentase penanganan kasus mutu A : Pemberlakuan internal suspend terhadap UPI/ penyampaian
ekspor produk perikanan yang notifikasi (30) MANA. JPI;ZIIJV?SIF\[I‘ MUTU
Terselenggaranya diselesaikan (persen) B :Investigasi kasus penahanan dan penolakan produk perikanan
Pengendalian Sistem oleh OK/UPI (50) ,
Jaminan Mutu dan C  : Verifikasi tindakan perbaikan (15)
Keamanan Hasil D :Pembukaan internal suspend UPI/ laporan tindakan perbaikan
Kelautan dan Perikanan ke otoritas kompeten negara mitra/ negara tujuan ekspor (5)
yang Konsisten dan n :Banyak kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan
Standar hasil perikanan
A
%X= — X100%
B
Presentase tindak lanjut rekomendasi
penerapan sistem jaminan muitu dan Keterangan: PUSAT
kz;?l?:;;n hasil kelautan dan % X : Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan MANAJEMEN MUTU
f)persen) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
A :Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil

verifikasi official control
: Jumlah unit keria vana diverifikasi official control




Dokumen Standar sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan
hulu hilir (dokumen)

Menghitung Jumlah Draft Standar dan atau Regulasi Teknis
terkait SOIMKHP yang di Mutakhirkan

PUSAT
MANAJEMEN MUTU

Rata-rata nilai Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan

Xq +12+X3+“'+x“

Persentase unit usaha/lembaga yang X= » PUSAT
menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai
standar dan regulasi (persen) MANAJEMEN MUTU
Keterangan:
X : Rata-rata
x1+x2+x3+...+xn : Nilai verifikasi sistemke -1, 2, 3, ..
n : Banyaknya nilai verifikasi sistem
Rata-rata nilai kualitas pemenuhan klausul dalam ISO 17025 yang
terverifikasi
X1+ X2+ X3+ + Xy
Nilai Kualitas penerapan sistem n PUSAT
manajemen mutu laboratorium (nilai) MANAJEMEN MUTU
Keterangan:
X : Rata-rata

x1+x2+x3+...+xn : Nilai kualitas pemenuhan ke - 1, 2,
3,..n : Banyaknya nilai kualitas pemenuhan

Nilai kualitas penerapan sistem
manajemen mutu Lembaga inspeksi
(nilai)

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam SNI ISO/IEC 17020 yang

terverifikasi
X1 +.X'2 +x3 + ---+xn
X =
n
Keterangan:
X : Rata-rata

xy +xz +x3 + - +x, : Nilai tingkat pemenuhan ke -1, 2, 3,..,
n : Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

PUSAT
MANAJEMEN MUTU




Tata kelola
pemerintahan
yang efektif, lincah dan

Persentase rekomendasi hasil

Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas

- pengawasan yang dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
akuntabel ‘dalam bidang untuk perbaikan kinerja lingkup . . . — X 100% JENDERAL
pengendalian dan Pusat Manajemen Mutu (persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
Pengawasan Mutu hasil
Kelautan dan Perikanan

Z[N[’fui Indikator, % Bobot Indikator,) = Konversi Bobot = Dispensasi SPM
n=1
No  Uraian Indikator IKPA Bobot (%)
1 Revisi DIPA 10
2 Deviasi RPD 115
3 Penyerapan Anggaran 20
. : : : - Belanja Kontraktual 10
Nilai Indikator K1perJa Pelaksanaan T 0 KEMENTERIAN
Anggaran (IKPA) lingkup Pusat KEUANGAN
Manajemen Mutu (nilai) 6  Pengelolaan UP dan TUP 10
7  Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
&  Capaian Output 25

. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L
memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak
terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.




10.

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup
Pusat Manajemen Mutu (indeks)

- | [ 1P =wy, <Ry,

IP=ZIP,
1Py = Wy » Ry

=1
=IP, + IP; + IP; + IP, IPy = Wy « Ry,

1Py = Wep * Ry,
Keterangan:

P = Indeks Profesionalisme

IP, = Indeks Profesionalisme ke-i

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

WI; . R” = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

2 * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,.. * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

BIRO SDMAO

11.

Nilai penilaian Mandiri SAKIP
Lingkup Pusat Manajemen Mutu
(nilai)

Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu dihitung berdasarkan
Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian
di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan
kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja
(15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat
Manajemen Mutu merupakan ukuran perkembangan
implementasi SAKIP di Pusat Manajemen Mutu di lingkungan
KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat
Mitra Pusat Manajemen Mutu, dan data capaian rillis melalui
surat dari Inspektorat Jenderal

INSPEKTORAT
JENDERAL

12.

Persentase penyelesaian temuan BPK
lingkup Pusat Manajemen Mutu
(persen)

Swmlah nilal temnuan BEK poda LK Unit Eselon [ Tahun 2025 x 100%

Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon | Tahun 2025

INSPEKTORAT
JENDERAL




13.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
lingkup Pusat Manajemen Mutu
(nilai)

NKPA Satker=(CRO X Wao) + (Penggunaanggy X WPenggunaansag) + (N Egtorasi ¥ WEitokasi)

Keterangan:

NKPA Satker

CRO

WCRO
PenggunaanSBK
WPenggunaanSBK
NEAlokasi
WEAlokasi

: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
: Capaian RO

: Bobot Capaian RO

. Penggunaan SBK

: Bobot Penggunaan SBK

: Nilai Efektivitas Alokasi

: Bobot Efisiensi Alokasi

KEMENTERIAN
KEUANGAN




INDIKATOR KINERJA

PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB
INDIKATOR
TE Pusat = —LEUPT TEUPT = ¥(60%x%A) + ¥(40%xB)
n
Tingkat efektivitas | TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu
pengendalian dan | A = Skor pengendalian
pengawasan mutu dan B = Skor pengawasan PUSAT MUTU
keamanan hasil kelautan | ;= jumlah UPT PRODUKSI
dan perikanan pada unit PRIMER
usaha  budidaya = yang| |yierpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu
menerapkan CBIB (%) . Nilai > 85 ganggat Efektif Peng Pend
e Nilai 70 - 84 Efektif
e Nilai 56 - 69 Cukup Efektif
Terselenggaranya e Nilai<55 Kurang Efektif
Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Y TE UPT
Hasil Kelautan dan TE Pusat = ———| TE UPT = Y(60%xA) + Y.(40%XxB)
Perikanan n
) o TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu
Tingkat efektivitas A = Skor pengendalian
pengendalian dan B = Skor pengawasan
pengawasan mutu dan n = Jumlah UPT PUSAT MUTU
keamanan hasil kelautan PRODUKSI
dan perikanan pada unit PRIMER

usaha pembenihan ikan
yang menerapkan CPIB (%)

Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu

e Nilai =285 Sangat Efektif
e Nilai 70 - 84 Efektif

e Nilai56-69  Cukup Efektif
e Nilai<55 Kurang Efektif




Tingkat efektivitas
pengendalian dan
pengawasan mutu dan

XTEUPT TE UPT = 3(60%xA) + X (40%xB)
n

TE Pusat =

TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu
A = Skor pengendalian

keamanan hasil kelautan B = Skor pengawasan PUSAT MUTU
dan perikanan pada unit n = Jumlah UPT PRODUKSI
usaha produsen dan PRIMER
distributor obat ikan yang | Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu
(%) e Nilai 70 -84 Efektif
e Nilai 56 - 69 Cukup Efektif
e Nilai=55 Kurang Efektif
ZTEUPT
TE Pusat= ————  TEUPT = ¥ (60%xA) + ¥ (40%XB)
Tingkat efektivitas TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu
pengendalian dan A = Skor pengendalian
pengawasan mutu dan B = Skor pengawasan PUSAT MUTU
keamanan hasil kelautan n = Jumlah UPT PRODUKSI
dan perikanan pada unit PRIMER
usaha produsen pakan ikan Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu
yang menerapkan CPPIB (%) e Nilai =85 Sangat Efektif
e Nilai70-84  Efektif
e Nilai56-69  Cukup Efektif
e Nilai= 55 Kurang Efektif
Tingkat efektivitas
pengendalian dan
pengawasan = mutu dan _ ITEUMT TE UPT = Y(60%xA) + Y.(40%xB) PUSAT MUTU
keamanan hasil kelautan | | 0 LuSat= n a 0 0
dan perikanan pada unit PRODUKSI
PRIMER

usaha penangkapan atau
pengangkutan ikan yang
menerapkan CPIB (%)




TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu
A = Skor pengendalian

B = Skor pengawasan

n = Jumlah UPT

Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu

e Nilai= 85 Sangat Efektif
e Nilai 70 - 84 Efektif

e Nilai56-69  Cukup Efektif
e Nilai =55 Kurang Efektif

Nilai pengawasan mutu

Untuk perhitungan nilai akhir, maka nilai semua lokasi dibagi dengan target Lokasi yang menjadi IKU sebagai nilai pengawasan mutu perairan
secara keseluruhan.

2Z = Nilai jaminan mutu total perairan
X = Nilai jaminan mutu hasil perikanan seluruh lokasi
Y = Jumlah target lokasi monitoring

N
]
==

X = Nilai jaminan mutu hasil perikanan berdasarkan pengawasan pada wilayah perairan

hasil kelautan dan Tingkat Efektifitas : X =22 x100% A= J':;T:r? Ii:aI;\w;?::inps:r:la&I:; memenuhi standar dibagi jumlah hasil pengujian yang PUSAT MUTU
dilakukan
perlkal’lal’l Sektor pro duksi B= Skor‘;:mlah penguijian yang dilakukan dibagi skor maksimal penguijian yg waijib dilakukan. PRODUKSI
primer dl Wllayah RI (%) .Sggr:f‘zﬁljtas lokasi yang dilakukan penagawasan dihituna dengan komponen penahitungandengan form yang terdiri dari komponen penghitungan PRIMER
a. Hasil penguiian mutu sampel uji (ikan dan/atau air) dengan bobot 50%.
« Hasil penguiian yang memenuhi persyaratan/standar
« Jumlah pengujian yang dilakukan
b. Skor jumlah penguiian (bobot 50%):
+ Skor jumiah penguiian yang dilakukan menggunakan skala
Kebijakan Teknis (NSPK)
Pengendalian dan
. .. . . .l PUSAT MUTU
Pengawasan Mutu Hasil | Jumlah kebijakan teknis (NSPK) yang mutakhir yang menjadi dasar
. L PRODUKSI
Perikanan  sektor mutu | pelaksanaan SOMKHP sektor mutu produksi primer PRIMER
produksi primer yang
tervalidasi (Kebijakan)
Tata kelola Persentase rekomendasi
pemerintahan hasil pengawasan yang Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
yang efektif, lincah dimanfaatkan untuk ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
dan perbaikan kinerja lingkup X 100% JENDERAL

akuntabel dalam
bidang

Pusat Mutu Produksi
Primer (persen)

Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja




pengendalian dan
Pengawasan Mutu
hasil

Kelautan dan
Perikanan

z[;'u'ffm' Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1

No  Uraian Indikator IKPA Bobot (%)
1 Revisi DIPA 10
- . . . 2 Deviasi RPD 15
Nilai Indikator Kinerja
3 Penyerapan Anggaran 20
Pelaksanaan . 4 Belanja Kontraktual 10
9 Anggaran (IKPA) lmgkup 5 Penyelesaian Tagihan 10 KEMENTERIAN
Pusat 6 Pengelolaan UP dan TUP 10 KEUANGAN
Mutu Produksi Primer 7  Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
(nﬂai) 8 Capaian Output 25
. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L
memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak
___ terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
[ - [ 1p, =w, R,
IP = Z IP,
1Py = Wi » Ry
=1
=IPy + IP; + IPy + IP, 1Py = Wy, « Ry,
1Py = Wi * Ry
Keterangan:
P = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Indeks Profesionalitas ASN 1P, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Lln ku IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
1 o Pusgat ].v[putu ProdukSi IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
. . IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
Prlmer (lndekS) \V._; . R“ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j
W,, * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, *R;, = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1
W,.. * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m
Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu dihitung berdasarkan Permen PAN dan
Nilai penilaian Mandiri RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
pen Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
11. | SAKIP Lingkup Pusat Mutu L o S o L o
perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), JENDERAL

Produksi Primer (nilai)

dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu merupakan
ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pusat Manajemen Mutu di




lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra
Pusat Manajemen Mutu, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal

Persentase penyelesaian

12 temuan BPK lingkup Pusat Jumlah nilal temuan BPK pada LK Unit Eselon | Tahun 2035 x 100% INSPEKTORAT
* | Mutu Produksi Primer Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon | Tahun 2025 0 JENDERAL
(persen)
NKPA Satker = (CRO X Wepp) + (Penggunaanggy X WPenggunaansgg ) + (NEatorasi ¥ WEiorasi)
Nilai Kinerja Perencanaan Keterangan:
13 Anggaran lingkup Pusat NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker KEMENTERIAN
" | Mutu Produksi Primer CRO : Capaian RO KEUANGAN
(nilai) WCRO : Bobot Capaian RO
PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi




INDIKATOR KINERJA
PUSAT MUTU PASCAPANEN TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
Pengendalian dan
Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan
Perikanan

Tingkat efektivitas pengendalian
dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan
perikanan pada unit usaha yang
menerapkan SKP (Persen)

A+ B TE : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu
TE = 2 A : Skor Dimensi Pengendalian Mutu
B : Skor Dimensi Pengawasan Mutu

Sangat Efektif : =87
Efektif 172-86

cukup efektif :56-71

kurang efektif :=<255

Skor efektivitas unit usaha yang menerapkan SKP dihitung menggunakan formulir

penilaian kinerja setiap dimensi yang terdiri dari komponen penghitungan sebagai berikut:

a. Dimensi Pengendalian Mutu (A), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen:
- Verifikasi permohonan (Av), bobot 10 dengan skor 1 -3
- Inspeksi (Ai), bobot 15 dengan skor 1 —3
- Evaluasi tim Teknis (Ae), bobot 15 dengan skor 1 -3
- Penerbitan Sertifikat (As), bobot 10 dengan skor 1 -3

b.  Dimensi Pengawasan Mutu (B), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen:
- Penyusunan program surveilans (Bp}), bobot 10 dengan skor 1 -3
- Pelaksanaan surveilans (Bs) , bobot 30 dengan skor 1 -3
- Penerbitan SKHS (Bh), bobot 10 dengan skor 1 -3

PUSAT MUTU
PASCAPANEN

Tingkat efektivitas pengendalian
dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan
perikanan pada unit usaha yang
menerapkan HACCP (Persen)

A+ B TE : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu
=7 A : Skor Dimensi Pengendalian Mutu
B : Skor Dimensi Pengawasan Mutu

TE

Sangat Efektif := 87
Efektif 172-86

cukup efektif :56-71

kurang efektif :=<255

PUSAT MUTU
PASCAPANEN




Skor efektivitas unit usaha yang menerapkan HACCP dihitung menggunakan formulir
penilaian kinerja setiap dimensi yang terdiri dari komponen penghitungan sebagai berikut:

a. Dimensi Pengendalian Mutu (A), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen:
- Verifikasi permohonan (Av), bobot 10 dengan skor 1 -3
- Inspeksi (Ai), bobot 15 dengan skor 1 —3
- Evaluasi tim Teknis (Ae), bobot 15 dengan skor 1 -3
- Penerbitan Sertifikat (As), bobot 10 dengan skor 1 -3

b. Dimensi Pengawasan Mutu (B), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen:
- Penyusunan program surveilans (Bp), bobot 10 dengan skor 1 —3
- Pelaksanaan surveilans (Bs) , bobot 30 dengan skor 1 -3
- Penerbitan SKHS (Bh), bobot 10 dengan skor 1 -3

Tingkat efektivitas pengendalian
dan pengawasan mutu dan

TE : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu
A : Skor Dimensi Pengendalian Mutu
B : Skor Dimensi Pengawasan Mutu

A+ B

TE 2

Sangat Efektif : =87
Efektif 172-86
cukup efektif ~ : 56 - 71

kurang efektif :=<255

Skor efektivitas unit usaha yang menerapkan SPDI dihitung menggunakan formulir

! penilaian kinerja setiap dimensi yang terdiri dari komponen penghitungan sebagai berikut: PUSAT MUTU
keamanan hasil kelautan dan PASCAPANEN
perikanan pada unit usaha yang | a. Dimensi Pengendalian Mutu (A), dengan bebot 50%, terdiri atas komponen:
menerapkan SPDI (Persen) - Verifikasi permohonan (Av), bobot 10 dengan skor 1 -3

- Inspeksi (Ai), bobot 15 dengan skor 1—3
- Ewaluasi tim Teknis (Ae), bobot 15 dengan skor 1 — 3
- Penerbitan Sertifikat (As), bobot 10 dengan skor 1 -3
b. Dimensi Pengawasan Mutu (B), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen:
- Penyusunan program surveilans (Bp), bobot 10 dengan skor 1 -3
- Pelaksanaan surveilans (Bs) , bobot 30 dengan skor 1 -3
- Penerbitan SKHS (Bh), bobot 10 dengan skor 1 — 3
Rasio produk ekspor yang L SMKHP yang memenuhi persyaratan S{MKHP x 100%
: : Y. SMKHP yang diterbitkan
AR W
jamina utu - can - keamana PASCAPANEN

hasil kelautan dan perikanan
(Persen)

Keterangan:
SMKHP yang memenuhi persyaratan SIMKHP adalah sertifikat yang diterima oleh




Nilai jaminan mutu pengawasan

Y X NJ.., = Nilai jaminan mutu hasil pengawasan
NJp = =— X = nilai JMKHP kabupaten/kota yang di peroleh
n

. . L . PUSAT MUTU
hasil kelautan dan perikanan | Keterangan nilai jaminan mutu hasil pengawasan: PASCAPANEN
domestik (Nilai) 1. Sangat Baik, rentang nilai 85% - 100%
2. Baik, rentang nilai 70% - 84,9 %
3. Cukup, rentang nilai 55% - 69,9 %
4. Kurang, rentang nilai <55 %
Persentase rekomendasi hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
pengawasan yang dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk perbaikan kinerja lingkup . . . — X 100% JENDERAL
Pusat Mutu Pascapanen (%) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
Tata kelola ;
pemerintahan ( Z(Nr'fm' Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM 1
yang efektlf’ lincah dan No  Uraian Indikator IKPA Bobot (%)
akuntabel dalam 3| Reviei DIPA 0
bidang pengendalian E R =
dan Pengawasan Mutu . . . . 3 Penyerapan Anggaran 20
hasil Kelautan dan Nilai Indikator Klnerja 4 Belanja Kontraktual 10
Perikanan Pelaksanaan 5  Penyelesaian Tagihan 10 KEMENTERIAN
Anggaran (IKPA) lingkup Pusat 6  Pengelolaan UP dan TUP 10 KEUANGAN
Mutu Pascapanen (nilai) 7  Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
8 Capaian Output 25

. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L
memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak
terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.




Indeks Profesionalitas ASN
Lingkup
Pusat Mutu Pascapanen (indeks)

. ' [ 1p =w, <Ry,
IP = ZIP,
1P, = Wiz » Ry
=1

= 1P, + 1P, + 1P, + IP, IPy = Wy * Ry

1Py = Wy * Ry,
Keterangan:

P = Indeks Profesionalisme

1P, = Indeks Profesionalisme ke-i

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

1P, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

\\’._“ . Rl: = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W., * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

W,.. * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

BIRO SDMAO

Nilai penilaian Mandiri SAKIP
Lingkup Pusat Mutu Pascapanen
(nilai)

Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu dihitung berdasarkan Permen
PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi
atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%),
pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi
kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu merupakan
ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pusat Manajemen
Mutu di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh
Inspektorat Mitra Pusat Manajemen Mutu, dan data capaian rillis
melalui surat dari Inspektorat Jenderal

INSPEKTORAT
JENDERAL

10.

Persentase penyelesaian temuan
BPK lingkup Pusat Mutu
Pascapanen (persen)

walﬂﬂ%

Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon | Tahun 2025

INSPEKTORAT
JENDERAL




11.

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran lingkup Pusat
Mutu Pascapanen (nilai)

NKPA Satker = (CRO ¥ Wepg) + (Penggunaanggg X WPenggunaanggg) + (N Eatapasi ¥ WEiiokasi)

Keterangan:

NKPA Satker

CRO

WCRO
PenggunaanSBK
WPenggunaanSBK
NEAlokasi
WEAlokasi

. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
: Capaian RO

: Bobot Capaian RO

. Penggunaan SBK

: Bobot Penggunaan SBK

: Nilai Efektivitas Alokasi

: Bobot Efisiensi Alokasi

KEMENTERIAN
KEUANGAN




INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT BPPMHKP TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Tata kelola
pemerintahan

yang efektif, lincah dan
akuntabel dalam
bidang

pengendalian dan
Pengawasan Mutu hasil
Kelautan dan
Perikanan

Persentase Rekomendasi Hasil

Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas

Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP . — . — X 100% JENDERAL
(Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
Batas Tertinggi Nilai Temuan _— . .
. . Jumlagh nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon | Tahun 2025 INSPEKTORAT
I;?:ﬁi??é;%?/};}i??;ﬁ:ﬂzii? BPK-RI Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon | Tahun 2025 x 100% JENDERAL
Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :
a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai pembangunan  integritas c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
lingkup BPPMHKP (Nilai) d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai penilaian mandiri SAKIP o ) o INSPEKTORAT
lingkup BPPMHKP (Nilai) Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB JENDERAL

Jenderal.




Indikator Kinerja Pelaksanaan

Z(Nf!ut’ Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM

n=1

Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP | - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L KEMENTERIAN
et KEUANGAN
(Nilai) memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker
tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
NKPA UE I= (CIKSS x Weikss) + (NEfsacker X WNEfsatker) + (NEsacker X WNEsqtker)
o ) Keterangan:
Nilai Kinerja Perencanaan NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
Anggaran (NKPA) lingkup CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
BPPMHKP (Nilai) MEfSatker  : Nilai Efektivitas Satker
MESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
WMNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Nilai maturitas struktur dan
proses SPIP lingkup BPPMHKP
(Nilai)

+ Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIF.
+ Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses

Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon | terdiri atas:
1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon |
2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

BIRO KEUANGAN

Persentase penyelesaian proses
bisnis dan SOP lingkup BPPMHKP
(Persen)

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas)
persen, Variabel ini diukur berdasarkan peniabaran Probis Level 1
dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai

apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan
persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat
puluh) persen, Variabel ini merupakan peniabaran Probis Level 2.
Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai
iumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan
persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan QOrganisasi.

3. ldentifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen,
berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks
Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan
dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

BIRO SDMAO




4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen,
Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandinagkan
dengan jumlah judul SOP yang telah_ diidentifikasi. Target tercapai apabila
SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.

5.Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis
Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini.
dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap penerapan FProbis Level 2 dan Level 3 dan telah
menindaklaniuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi
dimaksud.

6.Tindak Laniut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP,
denoan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit
organisasi telah. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Indeks Profesionalitas ASN lingkup
BPPMHKP (Nilai)

4 lPx = “,‘1 x Rl}
IP = Z IP,
IPy = Wy % Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IP, = W3, xRy,
lPl = ‘V‘m « R‘m
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i

t

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

BIRO SDMAO




W,;*R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W3, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. *R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

10.

Nilai proposal inovasi pelayanan
publik lingkup BPPMHKP (Nilai)

internal KKP dengan nilai minimum 77 :

N1+MN2+N._

Nilai Capaian =
ilai Capaian Total N

M1 = Nilai Proposal 1
M2 = Nilai Proposal 2

PUSDATIN

11.

Persentase penyelesaian program
penyusunan Peraturan Menteri
dan Keputusan Menteri lingkup
BPPMHKP (Persen)

a
5X 100%

Keterangan:

a = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menter
Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan
Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

b = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan
Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

BIRO HUKUM




Nilai pengawasan kearsipan

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan
1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)

a.penciptaan arsip (25%),

b.penggunaan arsip (25%),

BIRO UMUM DAN

12. internal lingkup BPPMHKP (Nilai) c.pemeliharaan arsip (25%) PBJ
d.penyusutan arsip (25%)
2.sumber daya kearsipan (bobot 50%)
a.sumber daya manusia kearsipan (50%),
b.prasarana dan sarana (50%])
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Persentase Rencana Umum Pagu Pengadaan Barang/Jasa
13 Pengadaan PBJ yang diumumkan BIRO UMUM DAN
" | pada SIRUP lingkup BPPMHKP Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan PBJ
(Persen) sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih
persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang
terhadap angka capaian indikator ini.
Persentase verifikasi capaian Jumlah UPT yang telah diverifikasi SEKRETARIAT
14. | kinerja Satker lingkup BPPMHP - — X100
(Persen) Jumlah UPT lingkup BPPMHKP BPPMHKP
BIRO HUKUM,
Persentase permasalahan hukum o BIRO KEUANGAN
15. | yang ditangani lingkup BPPMHKP x 100% DAN BMN,
(Persen) SEKRETARIAT
BPPMHKP
Rasio jumlah pemberitaan negatif
bidang Pengendalian dan
16 Pengawasan Mutu Hasil kelautan . . Berita Negatif 100% SEKRETARIAT
" | dan perikanan terhadap total Rasio Berita = Total Berita BPPMHKP x 0 BPPMHKP
pemberitaan sektor kelautan dan
perikanan (Persen)
) ) ) Publikasi Program = Pub. Laksana o
Persentase jumlah publikasi Pub Rencana™ 100%
17 | program dan kegiatan BPPMHKP ) SEKRETARIAT
" | melalui media dan lembaga BPPMHKP

stakeholder lainnya (Persen)

Epub. laks= Jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP
yvang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya

Z ub.ren = Jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan

P




Persentase implementasi

jumlah dokumen kerja sama yang telah dilaksanakan

SEKRETARIAT

18. | kerjasama antara BPPMHKP dan _ . . : x 1009
mitJra (Persen) jumlah dokumen kerja sama yang disepakati & BPPMHKP
19 Indeks Kepuasan Masyarakat SEKRETARIAT
" | Lingkup BPPMHKP (Indeks) BPPMHKP




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Banda Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Banda Aceh

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Banda Aceh

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Banda Aceh
(Nilai)

X= “”TmeO%

Stasiun PPMHKP
Banda Aceh




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. Banda Aceh
kelau;c{an dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP Banda | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai Aceh (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar MS
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
- IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola B sl e - )
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup it
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Banda Aceh IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . B - ; - BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

o ) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot
N'11alk Pemba}ngunan Integritas 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP Banda D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
Aceh (Nilai) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot

15%)
F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

o o .. INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri ~ SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JEI\?DERAS DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Banda | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

) Bt . A i LT SRR AR A SEKRETARIAT
Aceh (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandin SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil —
Pengawasan yang Dimanfaatkan Jumlah Ire_komendlas! Itjen yang telah tuntas
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup diinciaklanguti cleh Unit Kerja X 100% INfgl\l?gggARéT
Stasiun PPMHKP Banda Aceh Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nfiui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon /KL | KEMERTERIAN

PPMHKP Banda Aceh (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana}an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Banda Aceh (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngkljp Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Banda Aceh (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Banda | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Aceh (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Ambon (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Ambon
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Ambon

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Ambon (%)

X = ZXEX100%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Ambon
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Ambon

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Ambon (Nilai)

X= “”TmeO%

Balai PPMHKP
Ambon




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g - persentase Penerapan ISO 17025 Ambon
yang konsisten sesuai lingkup Balai PPMHKP Ambon (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
- IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
IPy = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
IPy = Wy * Rymm
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
linek Stasi Balai PPMHKP Ambon (Indeks) B T s S Bhaii BIRO SDMAO
grungan tasiun % ndeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
ilai i C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot
N_11a1 Pembapgunan Integritas Lo g peng ( Y ) ( INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Ambon 0) JENDERAL
(Nilai) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot
15%)
F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan difpfnp]zgn ol ral.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pen11a1ap Mandiri SAKIP Eergncanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Ambon | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
ngk Eauast an _ ARt LSRN, I EAtal SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Ambon (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | = Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L K}I‘:{I\E/Igiﬁiiﬁl\]

PPMHKP Ambon (Nilai)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Ambon (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIROUP Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Ambon (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepqasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Ambon | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP
(Indeks) Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Balikpapan (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Balikpapan
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Balikpapan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Balikpapan (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Balikpapan

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Balikpapan




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Balikpapan
Konsi b . lingkup Balai PPMHKP Balikpapan | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; xRy,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
IPy = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o2 Y " )
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
peme . Indeks Profesionalitas ASN Lingkup B «ilniihs Probsionilisine Disbenat Kives
efektif dan akuntabel di Balai PPMHKP Balik Indek 3 SrscIoesionaismel L anens: Smena BIRO SDMAO
lingkungan Stasiun alal alikpapan ( nae S) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot
Nilai Pembangunan  Integritas 15%)
Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot JENDERAL
15%)
F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

. . .. INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlal.an Mandiri . SAKIP | perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JEI\?DERAS DAN
Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

: i Bt . A i LT SRR AR A SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandin SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Balikpapan (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1/KL | KEMERTERIAN

PPMHKP Balikpapan (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Balikpapan (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pad.a SIRUP I;mgkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Balikpapan (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Mas.yarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Bandung (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Bandung
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Bandung

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Bandung (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Bandung
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Bandung

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)

X= “”TmeO%

1 primer di wilayah Rl
an sektor produksi pascapanen di wilayah Rl

Stasiun PPMHKP
Bandung




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Bandung
consist p ; lingkup Stasiun PPMHKP Bandung | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
- IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

W, *R

am

Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot
Nilai Pembangunan  Integritas 15%)
Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INfgl\?gggARé T
(Nilai) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot
15%)
F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

o o . INSPEKTORAT
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JEﬁDERA‘E DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

: i Bt . A i LT SRR AR A SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilalan mandin SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Bandung (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon /KL | KEMERTERIAN

PPMHKP Bandung (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Bandung (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Llnogkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Bandung (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Banjarbaru (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Banjarbaru
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Banjarbaru

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Banjarbaru (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Banjarbaru
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Banjarbaru

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

X= %me%

Balai PPMHKP
Banjarbaru




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Banjarbaru
consist b ) lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy = Ry;
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan aktatabel di Indeks Profesionalitas ASN Lingkup IP;; =Indeks Profsionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks) - - — BIRO SDMAO
11ngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan  Integritas

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

Pembangunan zona interitas (bobot 30%)

Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot
15%)

mo ow»

Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot JENDERAL
15%)
F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas

unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang

disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP INSPERTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru JENDERAL DAN
(Nﬂii) p J SEKRETARIAT

BPPMHKP

Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup X 100% JENDERAL

Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)

Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja




7
Z(Nf!ai Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM

n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
9. |Anggaran (KPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon /KL | KEMENRTERIAN
PPMHKP Banjarbaru (Nilai) memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
» Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker
tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
NKPA UE = (CIKSS x Weigss) + (NEfsarker X WNEfsarker) + (NEsacker X WNEsqtter)
o _ ] Keterangan:
Nilai KlnerJa . Perencanaag NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Banjarbaru (Nﬂai) MNEfSatker  : Nilai Efektivitas Satker
MNESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
WMNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PI_BJ yang d11:1mumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP I;mgkup Balai PPMHKP | sehinooa persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Banjarbaru (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Milai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot =1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
LUintuk memperodeh nilai SKM unit pelavanan, diqunakan pendekatan nilai rata-rata
Indels Kepuasan —Masyarakat | ionmpang dengan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaity antara 25-100 maka

sebagal benkut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Batam (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Batam
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Batam

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Batam (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Batam

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Batam




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan d ik Batam
€ aukan _a? perikanan lingkup Stasiun PPMHKP Batam | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
3 IP, = Wy * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola
emerintahan van IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan aku};ltagbel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Batam (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

. : C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
gilrllalku Pesr?:;?gﬁug;;[}{}{l; t%g;;;e;:l D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)

. lg' p E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. o . Terdapat 4 ?,?B?,'E E.';?.D.!.!Q.'.Q[.‘. di dalam QH@ME?:L atas implementasi SAKIP, ,‘!’EED,E INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Batam | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

HLEE : ) T R _ et SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Batam (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Batam (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Batam (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Iglngkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Batam (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep},lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Batam | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Baubau (%)

X = WXH)O%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Baubau
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Baubau

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Baubau (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Baubau

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Baubau




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Baubau
Konsist b . lingkup Stasiun PPMHKP Baubau | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
3 IP, = Wy * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola - X . .
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Pgigziilf%r;ﬁHK;néz%;g:s d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
'lg' p e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai = Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Baubau (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Baubau (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Baubau (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Lingkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Baubau (%) : f o 1
persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Bengkulu
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Bengkulu

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Bengkulu

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Bengkulu




Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

= %xloo%

X=
A=
B=

Stasiun PPMHKP
Bengkulu

Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. Bengkulu
kelautan dan perikanan . . B=P t p ISO 17025 g
ne konsisten sesuai lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu eérsentase renerapan
yang (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 1P, = Wy * Ry,
IP= Z IP,
IPy = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IP, = W3, * Ry
IPy = Wipn * R
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Tatakelola IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 131 =IndeksibrofesionalismelDimenal Kompetensi
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Bengkulu IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
hngkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
PPMHKP Banda Aceh
BIRO SDMAO
\N” * Rl/ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j
W, * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W5, * Ry, Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1
W, * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
o . b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
N_11a1 Pembangqnan Integritas | Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup ) Sjcasmn PPMHKP | 4 Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
Bengkulu (Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinefia | jENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Milai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
Bengkulu (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase  Rekomendasi ~ Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Bengkulu Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Bengkulu (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Bengkulu (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Lln%kup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Bengkulu (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Bengkulu (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Bima (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Bima
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Bima

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Bima (%)

x = " x100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Bima
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Bima




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. . . Bi
kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g = persentase Penerapan ISO 17025 ma
yang konsisten sesuai lingkup Stasiun PPMHKP Bima (%) | ¢ = persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; xRy,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
IPy = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola 9. = . » <
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efek {if dan aktatabel di Indeks Profesionalit.as ASN Lingkup By =ilnfisks Profsionalisme Dimensi Kinerja
hngkungan Stasiun Stasiun PPMHKP Bima (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin BIRO SDMAO

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

. : C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Peg::iiunngHérge%ilﬁZ D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)

'lg' p E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. o . Terdapat 4 ?,,SP,?JE E.';?.D.!.!Q.'.Q[.‘. di dalam QHLL:@?L atas implementasi SAKIP, ﬂ@i INSPEKTORAT
Nilai = Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Bima | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

HLEE : ) T R _ et SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Bima (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Bima (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Bima (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP OngkuP Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Bima (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyargkat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Bima | kM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Cirebon (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Cirebon
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Cirebon

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Cirebon (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Cirebon

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Cirebon




Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Cirebon (Nilai)

= %xloo%

X=
A=
B=

Stasiun PPMHKP
Cirebon

Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. Cirebon
kelautan dan perikanan . . . B=P t p ISO 17025
ne konsisten ; lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon = rFersentase Fenerapan
Y ? gd onsisten sesua (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
Standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP, N
= IPy = Wy * Ry
=1IP, + IP, +IP; + IP, 1Py = Wy * Ry
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
1P = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
y = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola -
. IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
pemerintahan yang % s
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Lingkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
: : IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
lingkungan Stasiun Stasiun PPMHKP Cirebon (Indeks) :
PPMHKP Banda Aceh
BIRO SDMAO
W, *R;; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * R;;, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, *R; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

W, * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
o . b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
N_11a1 Pembgngunan Int(?gntas c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
L1pgkup Stasiun PPMHKP Cirebon d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek E.}?.Di.'ﬁ.iﬂg.‘. di dalam evaluasi atas lﬂ]ﬂlﬂ‘?.ﬂl'?:'ﬂﬁﬁi, SAKIP, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri SAKIP perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerjia (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

ngk Eauast an _ ARt LSRN, | SISIRERE SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Cirebon (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L K}I‘:{I\E/Igiﬁiiﬁl\]

PPMHKP Cirebon (Nilai)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Cirebon (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIR_UP Lingkup ~ Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Cirebon (%) : f o 1
persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masygrakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon | M = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Denpasar (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Denpasar

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Denpasar

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Denpasar (%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Denpasar
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Denpasar




Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Denpasar (Nilai)

= %xloo%

X=
A=
B=

Balai PPMHKP
Denpasar

Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan Denpasar
e konsist IF]) : lingkup Balai PPMHKP Denpasar | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesua (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
s 1P, = Wy * Ry,
P=>"IP
IPy = Wy * Ry
i=1
=1IP, + 1P, + 1P, + IP, IP, =Wy xRy
IPy = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Tatakelola IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
emerintahan yan . . . by fonali i : :
pf etif d I N lg) L di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP, Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
eftekti an akuntabe 1 Balai PPMHKP Denpasar (Indeks) IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
PPMHKP Banda Aceh
V\/lJ - Rl) = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator BIRO SDMAO

Kualifikasi ke-j

W, * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

n

W,,» * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
o . b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
N_11a1 Pembgngunan Integritas | . Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
L1pgkup Balai PPMHKP Denpasar d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP wpﬁﬁeﬁfﬂ%ﬁ%?l %?f&f:iﬁaﬁ l%%%ffgwpﬁ INSPEKTORAT
; R TITD T o | RS iy e VAL S e JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Denpasar | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Denpasar (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon KL | KEMENTERIAN

PPMHKP Denpasar (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Denpasar (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUE Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Denpasar (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep}lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Denpasar | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Entikong (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Entikong

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Entikong

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Entikong (%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Entikong
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Entikong




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Entikong
lconsist P < lingkup Balai PPMHKP Entikong | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
2 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o2 Y " )
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efek tif dan akuntabel di Indeks Profesionalijcas ASN Lingkup By =ilnfisks Profsionalisme Dimensi Kinerja
1ingkungan Stasiun Balai PPMHKP Entlkong (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin BIRO SDMAO

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku PeBrg]lo:;n%grl\f;IlKP Iélll‘flet{i;l?c;[is d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)

'lg' p g e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. o . Terdapat 4 ?,,SP,?JE E.';?.D.!.!Q.'.Q[.‘. di dalam EEQLH%@L atas implementasi SAKIP, Ew@,l INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Entikong | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran, perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di ingkungan BPPMHKP

KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Entikong (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | + Konversi bobot bemilal 100% apabila Satker/Eselon 1L | KEMENTERIAN

PPMHKP Entikong (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Entikong (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
padfel SIRUF Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Entikong (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masya.rakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Balai PPMHKP Entikong | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Gorontalo
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Gorontalo

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Gorontalo

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Gorontalo




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan d ik Gorontalo
€ aukan _a? perikanan lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai Gorontalo (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
IP; = Wypn * R
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o PPN S, - )
. . . . o) = t
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 2 A
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Gorontalo IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
1ingkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Pembg?ag;liﬂin Iggﬁgﬁ; d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
g pl 1ai e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT

Gorontalo (Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. . . Terdapat 4 Q?B?,'E E.';?.D!.!ﬁ@[! di dalam ﬂ'ﬁﬂ})ﬂé{ atas implementasi SAKIP, E'i_ﬂl INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kinera (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerna |  jENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerjia (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan

S : ) bl _ SEKRETARIAT
Gorontalo (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— =T o prograpn
: umlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
: . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Gorontalo Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Gorontalo (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Gorontalo (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngokuP Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Gorontalo (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Gorontalo (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Jakarta (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Jakarta
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Jakarta

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Jakarta (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Jakarta

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Jakarta




Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Jakarta (Nilai)

= %xloo%

X =
A=
B=-

Balai PPMHKP
Jakarta

Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan

pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan

Balai PPMHKP

e e ” . K A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 Jakarta
elautan dgn perikanan c!an Peri anan yang Ditetap 0an B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai lingkup Balai PPMHKP Jakarta (%) | ¢ = persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy xRy
IP = IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=P, + IP, +IP; + IP, IPy = W3, « Ry,
1Py = Wypn * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Tatakelola IP; = Indeks Profesfonalfsme Dfmensf Kualifikasi :
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Jakarta (IndekS) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
lingkungan Stasiun _ o . o
PPMHKP Banda Aceh Wy,;*Ry;, = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j BIRO SDMAO

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-k

W3, * R;, = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

am

Kualifikasi ke-m

*R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
o . b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
N_11a1 Pembapgunan Integritas | Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
L1pgkup Balai PPMHKP Jakarta d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP wpﬁﬁeﬁfﬂ%ﬁ%?l %?f&f:iﬁaﬁ l%%%ffgwpﬁ INSPEKTORAT
; s ORMTIID Tt o | By ey e VAL S e JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Jakarta | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Jakarta (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon KL | KEMENTERIAN

PPMHKP Jakarta (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Jakarta (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIREJP Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Jakarta (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Jakarta | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP
(Indeks) Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Jambi (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Jambi
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Jambi

Persentase Hasil Kelautan dan

Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Jambi (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Jambi

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Jambi

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)

X= “”TmeO%

1 primer di wilayah Rl
an sektor produksi pascapanen di wilayah Rl

Stasiun PPMHKP
Jambi




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g - persentase Penerapan ISO 17025 Jambi
yang konsisten sesuai lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
IPy = Wy * Rymm
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
o . b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
N_11a1 Pemba}ngunan Integr1ta§ c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
L1pgkup Stasiun PPMHKP Jambi d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP wpﬁﬁeﬁfﬂ%ﬁ%?l %?f&f:iﬁaﬁ l%%%ffgwpﬁ INSPEKTORAT
; . .| TR e VAL S e JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Jambi (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Jambi (Nilai)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Jambi (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP . I;lngkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Jambi (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepl_,lasan Masyarakat. tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi | 1M = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Jayapura (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Jayapura
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Jayapura

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Jayapura (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Jayapura

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Jayapura




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Jayapura
lconsist P < lingkup Balai PPMHKP Jayapura | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
- IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o2 Y " )
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
P : : Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP. = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
efektif dan akuntabel di Balai PPMHKP J Indek 3 2 BIRO SDMAO
1ingkungan Stasiun alal ayapura ( nae S) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku P%rzﬁl ?nggll;lﬁ_rllKP g:esrﬁi: d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
. lg' p yap e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
Nilai =~ Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
) . 3 S et .
Lingkup Balai PPMHKP Jayapura | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ et SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Jayapura (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | < Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Jayapura (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Jayapura (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUE Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Jayapura (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep},lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Balai PPMHKP Jayapura | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Kendari (%)

A+B+C+D+E+F

X= ——X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Kendari

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Kendari (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun
PPMHKP Kendari

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Kendari




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Kendari
Konsist b . lingkup Stasiun PPMHKP Kendari | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
3 IP, = Wy * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola - X . .
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Pgiziilf%%ﬁHK;néZféfs d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
'lg' p e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Kendari (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Kendari (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Kendari (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP .ngkuP Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Kendari (%) : f o 1
persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat' tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari | 1M = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
X = ABHCHDHERF v q00%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi

standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
Persentase Hasil Kelautan dan | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
Perikanan Sektor Produksi Primer | B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil .
yang Memenuhi Standar Mutu dan kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) Stasiun PPMHKP

. C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil Kupang

Keamanan Pangan Lingkup | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
Stasiun PPMHKP Kupang (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

Terselenggaranya E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Kupang (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Kupang
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Kupang




Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)

X= #wa%

X=
A= Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah Rl
B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

Stasiun PPMHKP
Kupang

Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 Kupang
" it p ¢ lingkup Stasiun PPMHKP Kupang | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy * Ry,
2o Z i IP; = Wy = Ry
i=1
=IP, + IP, + IP, + IP, IP, = Wy Ry
1Py = Wi * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Tatake.IOIa IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
peme.rlntahan yang . Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di . 5 A gz
. . Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks) IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
lingkungan Stasiun
PPMHKP Banda Aceh IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
W, *R,, = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator BIRO SDMAO

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

W,

am

*R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Kupang (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Kupang (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE = (CIKSS x Weikss) + (NEfsacker X WNEfsacker) + (NEsatker % WNEsqrker)

o ' ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencan?'an NEPA UEI Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Kupang (Nﬂai) MEfSatker  : Nilai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobaot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Baobat Nilai Efektivitas Satker
WNESatker . Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11, | pengadaan PBJ yang diumumkan | jji 5 RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP L1(r)1gkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Kupang (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot =1 = 0.1111
Jumiah Unsur 9
Lintuk memperodeh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Indeks  Kepuasan = Wasyarakat | ierimpang dengan umus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang | jikm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

sebagai berkut:  IKM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Lampung (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Lampung
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Lampung

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Lampung (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Lampung

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Lampung

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Lampung (Nilai)

X= “”TmeO%

Balai PPMHKP
Lampung




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Lampung
Konsist p ) lingkup Balai PPMHKP Lampung | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
: : Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
efektif dan akuntabel di .
. . Balai PPMHKP Lampung (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Lampung |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Lampung | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Lampung (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon KL | KEMENTERIAN

PPMHKP Lampung (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Lampung (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUE Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Lampung (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep},lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Lampung | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN
JAWAB INDIKATOR
A+B+C+D+E+F
X = A5 v100%
xn
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
. standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
Persentase Hasil Kelautan dan | a - Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
Perikanan Sektor Produksi Primer | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
yang Memenuhi Standar Mutu dan E 1= Tingl(qiat efek.tlivitas perégendglian l’ciam pengawasankmutélpl(]igar})/keamanan hasil Stasiun PPMHKP
Keamanan Pangan Lingkup e flutgn an perikanan pada unit usaha yang menerapkan (%) . Luwuk Banggai
. . | C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
(%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)
Terselenggaranya E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
(%)

A+B+C

X=—X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Luwuk Banggai

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Luwuk Banggai




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil
kelautan dan perikanan
yang konsisten sesuai
standar

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan
lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk
Banggai (%)

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020
B = Persentase Penerapan ISO 17025
C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)

Stasiun PPMHKP
Luwuk Banggai

Tatakelola
pemerintahan yang
efektif dan akuntabel di
lingkungan Stasiun
PPMHKP Banda Aceh

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup
Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
(Indeks)

IP, = Wi, *Ry,
1Py = Wa % Ry,

-
IP =le,
i=1

= 1P, + IP, +IP; + IP,

1Py = W3 « Ry,

1Py = Wy * Rym

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP, = Indeks Profesionalisme ke-i

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

BIRO SDMAO




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku P%Tg?ﬂﬁuggrﬁHKgltfiﬁi d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
gxup 1ai e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT

Banggai (Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. . . Terdapat 4 ?,,SB‘?;'E E.';?.D!.'ﬁ'ﬂ[.‘. di dalam ﬂ%ﬂ atas implementasi SAKIP, l@lﬁ_ﬂl INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

> Stas : _ il ISP SEKRETARIAT
Banggai (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— =T o prograpn
: umlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
. . . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Luwuk Banggai (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngkuf? o Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Luwuk Banggai (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep.uasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk | kM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Banggai (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Makassar

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Makassar

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Makassar

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Makassar (Nilai)

X= “”TmeO%

Balai PPMHKP
Makassar




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Malkassar
consist p ; lingkup Balai PPMHKP Makassar | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola
pemerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Il’ldCI.(S Profesionalitas ASN LlngkuP IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Makassar (Indeks) - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Makassar | d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri ~ SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Makassar | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Makassar (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Makassar (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Makassar (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUE Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Makassar (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep}lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Makassar | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
X = ABHCADHERE v g 009
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi

standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju
Persentase Hasil Kelautan dan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

. . . kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

Perikanan Sektor Produksi Primer B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil Stasiun PPMHKP
yang Memenuhi Standar Mutu dan | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) M :
Keamanan Pangan Lingkup C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil amuju
Stasiun PPMHKP Mamuju (%) kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

Terselenggaranya E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Mamuju (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Mamuju

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Mamuju




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Mamuju
lconsist P < lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
- IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola
emerintahan van IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
P : yans : Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP. = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
efektif dan akuntabel di . . 3 2
. . Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
gilrllalk PSEE?HE%EEIHK; Ill\}[:l%:lltés d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
. lg' Uup u wu e, Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT

(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon

I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan

ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB

MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai =~ Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Milai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit

Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat

Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja

7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1

Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Mamuju (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Mamuju (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP .Llr;gkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Mamuju (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakgt tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Manado (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Manado
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Manado

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Manado (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Manado
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Manado

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Manado (Nilai)

X= %me%

i primer di wilayah RI
an sektor produksi pascapanen di wilayah Rl

Balai PPMHKP
Manado




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g _ persentase Penerapan ISO 17025 Manado
yang konsisten sesuai lingkup Balai PPMHKP Manado (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Manado (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
11ngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Manado |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pen11a1§n Mandiri ~ SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Manado | (15%j), dan gvaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Manado (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Manado (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Manado (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRIOJP Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Manado (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Manado | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Mataram (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Mataram
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Mataram

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Mataram (%)

A+B+C

X=—X100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Mataram

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Mataram




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan d ik Mataram
€ aukan _a? perikanan lingkup Balai PPMHKP Mataram | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
3 IP, = Wy * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola - X . .
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Mataram (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku P%rg]f;n%%rl\l;gKP Ilr\l/l‘i:tg; 1%;?:1 d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
'lg' p e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Mataram | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Mataram (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | + Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Mataram (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Mataram (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUF Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Mataram (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Balai PPMHKP Mataram | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Medan I (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan I
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Medan I

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Medan I (%)

A+B+C

X= ——X100%
X = Persentase hasil kelautan dan perlkanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan
I
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Medan I

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Medan I (Nilai)

X= ﬂme%

Balai PPMHKP
Medan I




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g _ persentase Penerapan ISO 17025 Medan I
yang konsisten sesuai lingkup Balai PPMHKP Medan I (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Medan I (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
11ngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Medan I |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri ~SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Medan I | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Medan I (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Medan I (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Medan I (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIR[OJP Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Medan I (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Medan 1| jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Medan II (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan II
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Medan II

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Medan II (%)

X = B y100%
xn

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan
I

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Medan II

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Medan II (Nilai)

X= “”TmeO%

Balai PPMHKP
Medan II




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g - persentase Penerapan ISO 17025 Medan II
yang konsisten sesuai lingkup Balai PPMHKP Medan II (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Medan II (Indeks) 3 3. - o z ez G BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Medan II |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri ~ SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Medan II | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Medan II (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon KL | KEMENTERIAN

PPMHKP Medan II (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Medan II (Nilai) MEfSatker  : Nilai Efektivitas Salker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUOP Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Medan II (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep},lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Medan II | kM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Merak (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Merak

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Merak (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Merak

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Merak

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)

X= “”TmeO%

Stasiun PPMHKP
Merak




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g - persentase Penerapan ISO 17025 Meral
yang konsisten sesuai lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
IPy = Wy * Rymm
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Merak (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP Merak |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri ~ SAKIP | perencanaan kinerjia (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Merak | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Merak (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Merak (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Merak (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP I(.),lngkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Merak (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Merak | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Merauke (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merauke
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Merauke

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Merauke (%)

X = A+B+Cx100%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Merauke

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Merauke

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)

X= ﬂme%

Stasiun PPMHKP
Merauke




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

A+B+C+D
X=—"""

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan

x100%

pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Merauke
consist b ) lingkup Stasiun PPMHKP Merauke | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (OMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
- IP, = Wy, « Ry,
IP = Z IP,
IPy = Wy, = Ry,
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IP, = Wy * Ry
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Tatakelola IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
emerintahan van . . . IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan aku};ltagbel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP. = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks) " BIRO SDMAO
lll’lgkungal’l Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
PPMHKP Banda Aceh
W, *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-l1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

W, *R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke | d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlal.an Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Merauke (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Merauke (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Merauke (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Llrtgkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Merauke (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke | 1M = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Padang (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Padang

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Padang (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Padang
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Padang

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)

X= “”TmeO%

Stasiun PPMHKP
Padang




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Padang
Konsist 1% . lingkup Stasiun PPMHKP Padang | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Padang (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
11ngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

W, *R

am

Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP Padang |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalfem Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Padang | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Padang (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Padang (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Padang (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Lf)ngkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Padang (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep.uasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Padang | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palangkaraya
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Palangkaraya

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Palangkaraya
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Palangkaraya




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan d 1 Palangkaraya
€ aukan _a? perikanan lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai Palangkaraya (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
= 1P, + IP, +IP; + IP, IP, = Wy xRy
IPy = Wypn % Rapm
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola N - i
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup i
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Palangkaraya IF; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
1ingkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Pembg?ag;liﬂin Iggﬁgﬁ; d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
lg 112 lai e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Palangkaraya (Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerjia (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan

> : ) el _ SEKRETARIAT
Palangkaraya (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— =T o prograpn
: umlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
: . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Palangkaraya Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bemnilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Palangkaraya (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Palangkaraya (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngkuf()) Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Palangkaraya (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Palangkaraya (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Palembang (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Palembang

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Palembang (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perlkanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Palembang
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Palembang

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)

X= ﬂme%

Stasiun PPMHKP
Palembang




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. Palembang
kelau;c{an dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai Palembang (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar MS
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SIMKHP (QA)
- IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wy * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola R - s
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup & TSR
efektif dan akuntabel di Stasiun ~ PPMHKP  Palembang IFy =Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
lingkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
. . ; : o INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
Palembang (Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) JENDERAL
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
N.ilai Penilaian .Mandiri SAKIP | perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan
Sta E¥auas) xne _ AT VI SRl IS SEKRETARIAT
Palembang (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— = P
: umiah rekomendasl Ijen yang telan tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
. X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Palembang Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nfiui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L K}I‘:{I\E/Igiﬁiiﬁl\]

PPMHKP Palembang (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Palembang (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP nglf)uP Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Palembang (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Palembang (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
X = ABHCADHERE v g 009
xn
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu
Persentase Hasil Kelautan dan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
. . . kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
Perikanan Sektor Produksi Primer B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil Stasiun PPMHKP
yang Memenuhi Standar Mutu dan | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)
} e o : . Palu
Keamanan Pangan ngkup C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
Stasiun PPMHKP Palu (%) kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)
Terselenggaranya E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Palu (%)

A+B+C

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Palu




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g = persentase Penerapan ISO 17025 Palu
yang konsisten sesuai lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%) | ¢ = persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
s IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola - i " )
emerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN LlngkuP IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
hngkungan Stasiun Stasiun PPMHKP Palu (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin BIRO SDMAO

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Peg}[];zirf;ln%%MH?;egg;TE d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
. lg' p e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Palu | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Palu (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Palu (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Palu (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP o Lingkup ~ Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Palu (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepl,}asan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Palu | kM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
(%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Pangkalpinang

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
(%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Pangkalpinang
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Pangkalpinang




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan d 1 Pangkalpinang
€ aukan 'an perikanan lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai Pangkalpinang (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
IPy = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola e il g Y " )
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup i
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Pangkalpinang IF; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
1ingkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Pembg?ag;liﬂin Iggﬁgﬁ; d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
gxup . e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT

Pangkalpinang (Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon

I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan

ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB

MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Milai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
Pangkalpinang (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit

Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat

Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil e——— — P

: umlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1

Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | * Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/KIL RN

PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Pangkalpinang (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngkuP o Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Pangkalpinang (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Pangkalpinang (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
X = ABHCADHERE v g 009
xn
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru
Persentase Hasil Kelautan dan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
. . . kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
Perikanan Sektor Produksi Primer B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil Stasiun PPMHKP
yang Memenuhi Standar Mutu dan | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)
} e o : . Pekanbaru
Keamanan Pangan ngkup C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%) kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)
Terselenggaranya E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Pekanbaru

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Pekanbaru




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

) Pekanbaru
kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai = A ;
f Pekanbaru (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy =Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
IPy = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
Tatakelol IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
atakelola - X . .
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup B =hodeEiedoniensDinens Kompegn
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Pekanbaru IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
lingkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku Pembg?ag;liﬂin Iggﬁgﬁ; d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)

kg bp i e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Pekanbaru (Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. . . Terdapat 4 ?,,SP,?JE E.';?.D.!.!Q.'.Q[.‘. di dalam ewm"’aluas'_ atas implementasi SAKIP, ya k n INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan

Sta : _ il ISP SEKRETARIAT
Pekanbaru (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— =T o prograpn
: umlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
: . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Pekanbaru Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Pekanbaru (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Llnglzup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Pekanbaru (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Pekanbaru (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Pontianak (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pontianak
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Pontianak

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Pontianak (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Pontianak

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Pontianak

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)

X= “”TmeO%

Stasiun PPMHKP
Pontianak




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. Pontianak
kelau;c{an d_a? perikanan lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
Z ?;rz?da?nms €n sesuai Pontianak (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SIMKHP (QA)
- IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
5 1Py = Wa * Ry
i=
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
IPy = Wy * Rymm
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola . S e B - <
. . . . > b | 1 n m men om ten:
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup e e R A RS
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Pontianak IFy =Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
lingkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Lingkup Stasiun PPMHKP | d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INSPEKTORAT
Pontianak (Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) JENDERAL
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Penilaian .Mand1r1 SAKIP | perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan
_ ot Syaias X ) o T SRR s ReREl) SEKRETARIAT
Pontianak (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— = P
: umiah rekomendasl Ijen yang telan tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
: : : — —— X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Pontianak Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nfiui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L K}I‘:{I\E/Igiﬁiiﬁl\]

PPMHKP Pontianak (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Pontianak (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP' ng&{uf) Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Pontianak (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Pontianak (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Semarang (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Semarang

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Semarang (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perlkanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Semarang
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Semarang

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Semarang (Nilai)

X= ﬂme%

Balai PPMHKP
Semarang




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan Semarang
K st P ¢ lingkup Balai PPMHKP Semarang | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
fektif d k bel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
efektif dan akuntabel di .
. . Balai PPMHKP Semarang (Indeks) - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Semarang |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri SAKIP | perencanaan kinerjia (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Semarang | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Semarang (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon KL | KEMENTERIAN

PPMHKP Semarang (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Semarang (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP:)ngkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Semarang (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep}lasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Semarang | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Sorong (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Sorong
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Sorong

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Sorong (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perlkanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Sorong
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Sorong

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)

X= ﬂme%

Stasiun PPMHKP
Sorong




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Sorong
K st P ¢ lingkup Stasiun PPMHKP Sorong | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
IPy = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
fektif d k bel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
efektif dan akuntabel di .
. . Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks) - - — BIRO SDMAO
11ngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

W, *R

am

Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlalgn Mandiri ~ SAKIP | perencanaan kinerjia (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Sorong (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun |+ Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon ki | KEMENTERIAN

PPMHKP Sorong (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP SOI‘Ol’lg (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP L;ngkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Sorong (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kep_uasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
Besar PPMHKP Surabaya I (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai Besar
PPMHKP Surabaya I

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
Besar PPMHKP Surabaya I (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP
Surabaya I

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

Cs= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai Besar
PPMHKP Surabaya I

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai Besar PPMHKP Surabaya I
(Nilai)

X= “”TmeO%

Balai Besar
PPMHKP Surabaya I




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil
kelautan dan perikanan
yang konsisten sesuai
standar

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan
lingkup Balai Besar PPMHKP
Surabaya I (%)

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020
B = Persentase Penerapan ISO 17025
C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)

Balai Besar
PPMHKP Surabaya I

Tatakelola
pemerintahan yang
efektif dan akuntabel di
lingkungan Stasiun
PPMHKP Banda Aceh

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup
Balai Besar PPMHKP Surabaya I
(Indeks)

1Py = Wy; * Ry
1Py = Wy % Ry,

=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy

1Py = Wy * Ry

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP, = Indeks Profesionalisme ke-i

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

BIRO SDMAO




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas |C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Lingkup Balai Besar PPMHKP |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INSPEKTORAT
Surabaya I (Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) JENDERAL
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pen11a1ap Mandiri SAKIP | perencanaan kinerjia (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai Besar PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
a1 E¥auas) xne _ AT VI SRl R SEKRETARIAT
Surabaya I (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— = P
: umiah rekomendasl Ijen yang telan tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
- X 100% JENDERAL
Balai Besar PPMHKP Surabaya I Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | = Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L K}I‘:{I\E/Igiﬁiiﬁl\]

Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai) MEfSatker  : Nilai Efektivitas Salker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBﬁI yang dlumumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngkuPo Balai Besar sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Surabaya I (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepugsan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai Besar PPMHKP | 1M = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Surabaya I (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
X = ABHCADHERE v g 009
xn
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Surabaya II
Persentase Hasil Kelautan dan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
. . . kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
Perikanan Sektor Produksi Primer B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil Balai PPMHKP
yang Memenuhi Standar Mutu dan | kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) S b II
Keamanan Pangan Lingkup Balai | C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil urabaya
PPMHKP Surabaya II (%) kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)
Terselenggaranya E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Surabaya II (%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP
Surabaya II
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Surabaya II




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil
kelautan dan perikanan
yang konsisten sesuai
standar

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan
lingkup Balai PPMHKP Surabaya II
(%)

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020
B = Persentase Penerapan ISO 17025
C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)

Balai PPMHKP
Surabaya II

Tatakelola
pemerintahan yang
efektif dan akuntabel di
lingkungan Stasiun
PPMHKP Banda Aceh

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup
Balai PPMHKP Surabaya II (Indeks)

IP, = Wi, *Ry,
1Py = Wa % Ry,

-
IP =le,
i=1

= 1P, + IP, +IP; + IP,

1Py = W3 « Ry,

1Py = Wy * Rym

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP, = Indeks Profesionalisme ke-i

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

BIRO SDMAO




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

. : C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
gilrllalku Pég:fggﬁrﬁaélp Sli:‘l;le)irl;alsl D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)

. lg' p Y E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

. o . Terdapat 4 ?,,SP,?_E E.';?.D!.!Q'.?!H di dalam QH@MEEL atas implementasi SAKIP, ,‘!’ﬂfm INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan

St : ) T R B SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP

KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Surabaya II (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | + Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Surabaya II (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Surabaya II (Nilai) MEfSatker  : Nilai Efektivitas Salker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP I.(;mgkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Surabaya II (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II | jim = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Tahuna (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Tahuna

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Tahuna (%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Tahuna
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Tahuna




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Tahuna
Konsist b . lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
3 IP, = Wy * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola
emerintahan van IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan aku};ltagbel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku PEEZiTEu;;ﬁHK;n;Z%SSZ d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
'lg' p e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Tahuna (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Tahuna (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Tahuna (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Lingkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Tahuna (%) : f o 1
persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Tanjung Balai
Asahan (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai
Asahan
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Tanjung Balai
Asahan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Tanjung Balai
Asahan (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Tanjung Balai Asahan
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Tanjung Balai
Asahan

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Tanjung Balai
Asahan (Nilai)

X= “”TmeO%

Stasiun PPMHKP
Tanjung Balai
Asahan




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil
kelautan dan perikanan

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP
Tanjung Balai

ane konsisten sesuai lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung | B = Persentase Penerapan ISO 17025 Asahan
yang u Balai Asahan (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (OMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy, * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola - Sl o e B e - )
. . . . > b | 1 n m men m ten:
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 2 R eSS
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Iy = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja BIRO SDMAO
lingkungan Stasiun Asahan (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas |C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung | d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INSPEKTORAT
Balai Asahan (Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) JENDERAL
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pemlal.an Mandiri SAKIP perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerjia (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
; 1 F. Syaias X ) o T SRR s ReREl) SEKRETARIAT
Balai Asahan (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— = P
: umiah rekomendasl Ijen yang telan tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
. ; . X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
Asahan (Persen)
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
Indikator Kinerja Pelaksanaan n=1
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun . ; o o : KEMENTERIAN
PPMHKP Tanjung Balai Asahan Konversi bobot bernilai 100% apabila, Satker/Eselon 1/K/L KEUANGAN

(Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

Nilai Kinerja Perencanaan Keterangan:
10 Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
" | PPMHKP Tanjung Balai Asahan | gES .~ Capsen Indhator Kinera Program KEUANGAN
(Nilai) MESatker  : Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
ada SIRUP Lingku Stasiun : 1a: : : o PBJ
p . gxup o sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih
PPMHKP Tanjung Balai Asahan (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyar_akat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Balai Asahan (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Tanjung Pinang (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tanjung Pinang
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Tanjung Pinang

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Tanjung Pinang (%)

X = ZEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tanjung
Pinang
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Tanjung Pinang




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil
kelautan dan perikanan
yang konsisten sesuai
standar

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan
lingkup Balai PPMHKP Tanjung
Pinang (%)

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020
B = Persentase Penerapan ISO 17025
C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)

Balai PPMHKP
Tanjung Pinang

Tatakelola
pemerintahan yang
efektif dan akuntabel di
lingkungan Stasiun
PPMHKP Banda Aceh

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup
Balai PPMHKP Tanjung Pinang
(Indeks)

IP, = Wi, *Ry,
1Py = Wa % Ry,

-
IP =le,
i=1

= 1P, + IP, +IP; + IP,

1Py = W3 « Ry,

1Py = Wy * Rym

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP, = Indeks Profesionalisme ke-i

IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

BIRO SDMAO




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Eilrllalku Peér;?:ing;;ﬁr;mp IIIT"ZE?;SS d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
ngrup ba Jung | ¢ Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Pinang (Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Tanjung | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Milai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
Pinang (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil e——— — P
: umlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Tanjung Pinang Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | + Konversi bobot bemnilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Tanjung Pinang (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
9. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Tanjung Pinang (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
padg SIRU,P Llnglzup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Tanjung Pinang (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyar_akat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Balai PPMHKP Tanjung | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Pinang (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Tarakan (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Balai PPMHKP
Tarakan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Tarakan (%)

X = ZXEX100%

X = Persentase hasil kelautan dan perlkanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Balai PPMHKP
Tarakan

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)

A+B

= —x100%

Balai PPMHKP
Tarakan




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Balai PPMHKP

kelautan dan perikanan dan Perikanan yang Ditetapkan | g - persentase Penerapan ISO 17025 Tarakan
yang konsisten sesuai lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QOMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy; * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola o o Y " )
pemerintahan yang . ) ) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
efektif dan akuntabel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Balai PPMHKP Tarakan (Indeks) 3 - - — BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas | ¢. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) INSPEKTORAT
Lingkup Balai PPMHKP Tarakan |d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) JENDERAL
(Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.

L . . Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.11a1 Pen11a1§n Mandiri SAKIP | perencanaan kinerjia (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Balai PPMHKP Tarakan | (15%j), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP

KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup . — . — X 100% JENDERAL
Balai PPMHKP Tarakan (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nfiui Indikator;, x Bobat Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Balai | - Konversi bobot bemilai 100% apabila Satker/Eselon 1Kk | KEMENTERIAN

PPMHKP Tarakan (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencanaan. NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) ngkup Balai CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Tarakan (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlgmumkan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIR[(J)P Lingkup Balai PPMHKP sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
Tarakan (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepgasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Balai PPMHKP Tarakan | jkm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Ternate (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Ternate

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup

Stasiun PPMHKP Ternate (%)

A+B+C
X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Ternate

A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Ternate




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian  dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

X = ABHCHD 4 00%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

kelautan dan perikanan Ternate
Konsist b . lingkup Stasiun PPMHKP Ternate | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang xonsisten sesuai (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar (QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
3 IP, = Wy * Ry,
IP = Z IP,
1Py = Wa % Ry,
i=1
=IP, + IP, +IP; + IP, IPy = Wy « Ry,
1Py = Wy * Rym
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola
emerintahan van IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
Efektlf dan aku};ltagbel di Indeks Profesionalitas ASN Llngkup IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks) S - R BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

Wy, = Rx; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k
W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1
W,,. * R,,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem
antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Tad : c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Silrllalku PEEZ?SEuSlF?ﬁHK;n’E‘Z%QzE d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
. lg' p e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) INSPEKTORAT
(Nilai) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) JENDERAL
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon
I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan
ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni INSPEKTORAT
Nilai ~Penilaian Mandiri SAKIP | perencanaan kineria (30%), pengukuran kineria (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PIM SAKIP Unit Eselon | merupakan
HLEE : ) T R _ AR SEKRETARIAT
(Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMHKP
KKF. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh [nspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Ternate (Persen) Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
7
Z(Nf!ui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bemnilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L RN

PPMHKP Ternate (Nilai)

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
9 illal Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
. nggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Ternate (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
10. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP Lingkup Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Ternate (%) : f o 1
persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasan Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
11. | Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate | jm = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

(Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA TAHUN 2026

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB INDIKATOR

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Produksi Primer
yang Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)

X = wlxu)o%

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta
A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Stasiun PPMHKP
Yogyakarta

Persentase Hasil Kelautan dan
Perikanan Sektor Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)

X = ZXEX100%
X = Persentase hasil kelautan dan perlkanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Yogyakarta
A= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)
B= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)
C= Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Stasiun PPMHKP
Yogyakarta

Nilai Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan di Wilayah RI Lingkup
Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)

X= ﬂme%

Stasiun PPMHKP
Yogyakarta




Terselenggaranya
pengendalian sistem
jaminan mutu dan
keamanan hasil

Persentase Implementasi Metode
Terstandar  Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan yang Ditetapkan

_ A+B+C+D

X x100%

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan
pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan
A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

Stasiun PPMHKP

. Yogyakarta
kelau;t{an d_an perlkan:an lingkup Stasiun PPMHKP | B = Persentase Penerapan ISO 17025
yang konsisten sesuai Yogyakarta (%) C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System
standar MS
(QMS)
D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)
4 IP, = Wy = Ry;
IP = Z IP,
1Py = Wa * Ry
i=1
=IP, + IP, + IP; + IP, IPy = W3 xRy
1Py = Wy * Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP, = Indeks Profesionalisme ke-i
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
Tatakelola B sl e - )
pemerintahan yang Indeks Profesionalitas ASN Lingkup it
efektif dan akuntabel di Stasiun PPMHKP  Yogyakarta Iy = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
. . B - ’ —— BIRO SDMAO
hngkungan Stasiun (Indeks) IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

PPMHKP Banda Aceh

W,;,; *R,; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, * R,, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W;, * R;; = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-1

+m * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m




Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
Nilai Pembangunan Integritas |C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
Lingkup Stasiun PPMHKP | d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) INSPEKTORAT
Yogyakarta (Nilai) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) JENDERAL
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas
unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
Milai PM SAKIP Unit Eselon | dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIF.
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIF, yakni INSPEKTORAT
N.ilai Penilaian .Mandiri SAKIP | perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja JENDERAL DAN
Lingkup Stasiun PPMHKP | (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon | merupakan
Sta E¥auas) xne _ AT VI SRl IS SEKRETARIAT
Yogyakarta (Nilai) ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon | di lingkungan BPPMLKP
KKF. Penilalan mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit
Organisasi Eselon |, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat
Jenderal.
Persentase = Rekomendasi Hasil r—— = P
: umiah rekomendasl Ijen yang telan tuntas
Pengawasan yang Dimanfaatkan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja INSPEKTORAT
untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
; ] . . — X 100% JENDERAL
Stasiun PPMHKP Yogyakarta Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja
(Persen)
7
Z(Nfiui Indikator, x Bobot Indikator,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
n=1
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun | + Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L K}I‘:{I\E/Igiﬁiiﬁl\]

PPMHKP Yogyakarta (Nilai)

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ




NKPA UE [= (CIKSS x Weigss) + (NEfsatker X WNEfsatker) + (NEsatker X WNEsqtker)

o _ ) Keterangan:
Nilai Klner‘]a . Perencana.'an NKPA UEI  : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon | KEMENTERIAN
10. Anggaran (NKPA) Llngkup Stasiun CIKP . Capaian Indikator Kinerja Program KEUANGAN
PPMHKP Yo&/akarta (Nﬂai) NEfSatker  : Milai Efektivitas Satker
NESatker . Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WHNEfSatker : Bobat Nilai Efektivitas Satker
VWNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase rencana umum
11. pengadaan PBJ yang dlumumlfan Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan BIRO UMUM DAN
pada SIRUP ngkouP Stasiun sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih PBJ
PPMHKP Yogyakarta (%) persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi
pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Bobot Nilai rata-rata tetimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh milai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata
Ir.1deks Kepuasa_\n Masyarakat tertimbang denaan rumus sebagai berikut SEKRETARIAT
12. | Lingkup Stasiun PPMHKP | |km = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi BPPMHKP

Yogyakarta (Indeks)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka

sebagal berikut:  |KM unit pelayanan x 25




INDIKATOR KINERJA
BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA TAHUN 2026

PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB INDIKATOR
Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025
yang terverifikasi:
Nilai . kualitas penerapan sistem Xyt Xyt Xzt X,
manajemen mutu laboratorium (ISO X = BUSPPMHKP
17025) lingkup UPT BUSPPMHKP n
Jakarta X = Ratarata
x; +x; + x3 + -+ x, = Nilai tingkat pemenuhan ke-1,2,3,.,n
n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan
Rata -rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO
17020 yang terverifikasi :
’lgzgs;iréi%z?nya Sistem Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC X = ad B B B
Jaminan Mutu dan 17043 n BUSPPMHKP
Keamanan Hasil X — Rata rata
Kelautan de.ln Perikanar} Xy +X; + X3 + - + x, = Nilai tingkat pemenuhanke-1,2,3, ., n
Yang Konsisten Sesuai n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan
Standar
Rata -rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO
17020 yang terverifikasi :
Nl . 1 SNI i x1+x2+x_?'+"'+xn
ilai penyelenggaraan =
ISO/IEC 17034 n BUSPPMHKP
X = Rata rata
Xy + X, + X3 + - + x,, = Nilai tingkat pemenuhanke-1,2,3,.,n
n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan
Jumlah parameter yang dihasilkan Menghitung jumlah : BUSPPMHKP

laboratorium acuan dan penguji




1. Penyelenggaraan Uji Profisiensi yang dihasilkan
BUSKIPM (2 Parameter)

2. Produksi bahan acuan (1 Parameter)

3. Metode pengujian yang telah dilakukan validasi (1
parameter)

4. Standar metode yang dihasilkan (1 parameter)

S. Pengujian dominan yang dilakukan dilaboratorium
BUSKIPM (5 Parameter)

Tata Kelola
Pemerintahan yang
efektif, lincah dan

akuntabel dalam bidang
Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

7
Z(N[lai Indikatory, X Bobot Indikatory,) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM

n=1

e Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon

Klrigg{:;z; (g;rplz?a Linrg)ililgsan[a};r’ll‘ 1/K/ L.rr.lerpiliki seluruh data transaksi atas indikator BUSPPMHKP
BUSPPMHKP Jakarta yang dinilai.
e Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada
Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator
tertentu.
Nilai NKA didapatkan dengan menjumlahkan hasil
perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan
Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator
sebagai berikut:
Variabel Uraian Bobot (%)
Efektivitas (75%) 1. Capaian Indikator RO 75
Efisiensi(25%) 1. Nilai Efisiensi Satker 10
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2. Efisiensi SBK 15
Lingkup UlJDT BUSPPMHKP J aléga’lgrta BUSPPMHKP
NKPA Satker= (CRO X Wepg) + (Penggunaanggy X WPenggunaansgg) + (VEaiokasi X WEaiokasi)
NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO : Capaian RO
Penggunaan SBK : Penggunaan SBK
NE Alokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO : Bobot Capaian RO
Wpenggunaan SBK : Bobot Penggunaan SBK
WE Alokasi : Bobot Efisiensi Alokasi
Persentase Penyelesaian Temuan (Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT yang
BPK Lingkup UPT BUSPPMHKP Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi BPK BUSPPMHKP

Jakarta

Lingkup UPT ) X 100%)




Indeks Profesionalitas ASN Lingkup

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat)
dimensi, meliputi:

8. UPT BUSPPMHKP Jakarta a. Kuahﬁkasy BUSPPMHKP
b. Kompetensi
C. Kinerja
d. Disiplin
Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari
hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I
Nilai Penilaian Mandiri  SAKIP
9: Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta *Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat BUSPPMHKP
Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP
Zth X 100
Persentase Rekomendasi Hasil
10 Pengawasan yang Dimanfaatkan | X Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal BUSPPMHKP
" | untuk Perbaikan Kinerja Lingkup | KKP yang telah ditindaklanjuti
UPT BUSPPMHKP Jakarta 2 N :Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat
Jenderal KKP yang diberikan
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
Persentase Rencana Umum
11 Pengadaan PBJ Yang Diumumkan | Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu BUSPPMHKP
" | Pada SIRUP Lingkup UPT | pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari
BUSPPMHKP Jakarta 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan
tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka
capaian indikator ini
Persentase Pemenuhan Dokumen | (Dokumen yang tersedia / jumlah total dokumen yang
12. | Pembangunan Zona Integritas dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan LKE) BUSPPMHKP
Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta x 100%
13. Indeks Kepuasan Masyarakat BUSPPMHKP

Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta




Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus
sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai
penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM
yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas
dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus
sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN

DAN PERIKANAN

ISHARTINI



